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Kenyataan yang terjadi

Data Disdukcapil X 542 Pemda = Data Dukcapil?

Data Dinas Sosial X 542 Pemda = Data Kemensos?

Kode wilayah 
versi Dagri

Kode wilayah 
versi KPU

Kode wilayah 
versi BPS

Dan banyak lagi

Data Dinas
Pendidikan X 542 Pemda = Data Kemendikbud?

Data 
kepegawaian

Daerah
X 542 Pemda = Data BKN?

Perbedaan kode wilayah



Kondisi yang 
dihadapi

Pemerintah
terkait Data 

dan Govt 
Cloud
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Kebijakan yang 
sangat sectoral 

dari Pusat 
hingga daerah, 
menghasilkan
aplikasi stand 
alone dengan
berbagi-bagi

aplikasi

Kebijakan massif proteksi 

data yang tidak Pro “Single 

Source of truth”

Menghasilk
an

27.400 aplikasi

yang terse
bar

pada 2.700 

Pusat D
ata

Keterbatasan

kemampuan

ASN mengelola

Data Center

Integrasi melalui
interoperabilitas terbukti

tidak efektif pada aplikasi

yang sangat banyak



Tantangan
Transformasi Digital Pemerintahan
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Melakukan assessment 
Pusat Data Instansi 

Pemerintah yang telah 
beroperasi

Melakukan
konsolidasiinfrastruktur
fisik dan database dari
Pusat Data Instansi ke
Pusat Data Nasional

Melakukan standarisasi
data 

Melakukan konsolidasi
Database Pamerintah

dalam Pusat Data 
Nasional sebagai Single 

Source of Truth
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 Ta
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n

Ekosistem

Ekosistem

Ekosistem

Ekosistem

Ekosistem

Ekosistem

Ekosistem

Ekosistem

eKTP

eSAMSAT

eDemokrasi

eProcurement

Regulasi vs regulasi Regulasi vs regulasi

1-
4 

Ta
hu

n

Layanan Kependudukan

Layanan Kesehatan

Layanan Pendidikan

Layanan Keuangan Pemerintah

Layanan eOffice

Layanan eArsip

Layanan Perijinan

Layanan Adm Desa

Layanan Aspirasi



Arsitektur Smart-Government (SPBE)

Security

O
perasionaldan pem

eliharaan

interoperabilitasFintechMobile Geospasial
Dashboard 

Decisin MakingOperating systemBigdata & AI

Administrasi Pemerintahan (G2G, G2E) Pelayanan public (G2B, G2C) Smartcity

Enabler

Jaringan Intra 
Pemerintah

Cloud DC (IaaS)

Platform 
Pemerintah RI

Aplikasi Umum
& Khusus

Organisasi Kebijakan Talenta Pendanaan

Pita Lebar Pemerintah Wireless 4G/5G Internet

Data Center 
Nasional

Data Center 
Sektoral existing

Data Center 
Daerah existing

Ekonomi makroTransaksi data 
multystakeholder

Satu Data Indonesia



Permasalahan Data (as New Oil)
• Banyak yg mengaku punya data, namun ketika dikejar

datanya, makin kencang larinya menjauh
• Pemerintah belum mampu melakukan invetarisasi dan 

mendefinisikan data milik pemerintah
• Standar data sejenis yang sangat bervariasi
• Kebijakan perlindungan data tersebar pada berbagai regulasi
• Kebijakan yang ada menyebabkan duplikasi data, single source 

of truth hanya lips service. Kebijakan Satu Data Indonesia 
dijawab dengan interoperabilitas

• Banyak yang meragukan validitas data pemerintah
• Aktivitas analisa Bigdata cenderung belum dilakukan, data 

lebih banyak digunakan dalam proses transaksi elektronik

53



Bagaimana Menuju
Single Source of Truth of Data?

KONsolidasi
•Konsolidasikan data yang tersebar pada 2700 DC dan Ruang Server ke dalam Pusat Data Nasional

Penetapan
•Tetapkan Data Pemerintah

WALIDATA

•Tetapkan siapa Walidata atas data pemerintah tersebut (Kewenangan IPPD yg satu dibatasi oleh 
kewenangan IPPD lainnya)

STANDARISASI

•Walidata menentukan standar data berdasarkan berbagai pertimbangan (regulasi, standar
internasional, dll)

KEBIJAKAN

•Tetapkan Policy Data, yang akan mengatur atas perlakuan terhadap data (create, edit, read, write, 
del, dll berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban)

PENJAGAAN
•Walidata memastikan Data Pemerintah tetap Benar, aktual, lengkap

INTEROPERABI
LITAS

•Pemanfaatan Data sesuai ketentuan yang berlaku



Sebelum & Menjadi

Satu Kesatuan
Kebijakan

DCN

Aplikasi

Umum

Satu Data 

Indonesia

2700 DC/Ruang Server

27.400 Aplikasi & 27.400 Database
27.400.000 data primer (bahkan lebih)

10 DC

Super apps 
Pelayanan umum

Super apps 
Administrasi

pemerintahan

50 – 100 aplikasi & 50 – 100 Database

Pusat Data Nasional
Pusat Konsolidasi

Satu Data indonesia

Kebijakan terpadu antara infrastruktur, Aplikasi Umum dan SDI

Existing Konsolidasi Smart-Govt

1. Pemetaan & assessment aplikasi existing

2. Kesesuaian dengan standar SPBE

*Syarat & ketentuan berlaku

1. Penetapan aplikasi umum

2. Pengembangan app umum

3. Interop dilakukan antar aplikasi umum

4. Penetapan DATA INDONESIA
*Syarat & ketentuan berlaku

• Konsolidasi aplikasi umum menjadi Govt 

Super Apps

• Duplikasi Data



Layanan Lainnya
Layanan-layanan lainnya, termasuk
akses ke layanan public lainnya (SPt
passport, SIM, Rekam medik, dll)

Layanan Persuratan
Layanan persuratan dan kearsipan

Layanan
Kepegawaian

Modul layanan kepegawaian, pola
karier, laporan kekayaan, dll

Layanan Aset 
Layanan manajemen asset yang
digunakan pegawai

Layanan Keuangan
Layanan manajemen penggajian,
pajak, reward, dll

Layanan Diklat
Layanan Pendidikan dan pelatihan
nasional, daerah dan internasiona,
sertifikasi profesi, dlll

Layanan Pengaduan
Layanan pengaduan kepegawaian,
helpdesk dan pendampingan

Layanan hukum
layanan bantuan hukum bagi ASN
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0405
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06

ASN 
SUPER 
APPS

AI

Bigdata AI Interop Blockchain SSO TTE Biometrik

GOVERNMENT ADMINISTRATION SUPER APP

PUBLIC SERVICES SUPER APP
Perijinan SKCK Kesehatan Pendidikan
Ketenagakerjaan Asuransi Logistik
Turisme MICE dll

SpasialPusat Data Nasional

GOVERNMENT SUPER APPS
Sesuai Pasal 42 Perpres 95/2018



Domain Data & Aplikasi

SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
(Pusat Interoperabilitas Layanan Pemerintah)

Aplikasi Umum

Aplikasi Khusus

PLATFORM PEMERINTAH 
INDONESIA

• Platform TTE oleh BSSN & BPPT
• Platform Peta digital oleh BIG
• Platform Keuangan oleh kemenkeu
• Platform Arsip oleh ANRI
• Platform Statistik oleh BPS
• Platform transaksi finansial oleh BI
• Bigdata Analytic & Artificial 

Intellegence as a Service
• Dan lain-lain

Pemerintah Daerah

Instansi Pusat

• Portal Pelayanan Publik
Nasional

• Portal Administrasi
pemerintahan Nasional

• Setiap Instansi Pusat (Kementerian dan Lembaga) didorong untuk menetapkan dan mengembangkan aplikasi umum dan khusus sesuai dengan Tugas dan Fungsinya
masing-masing. Instansi Pusat tersebut didorong untuk menghentikan dan mencegah aplikasi sejenis yang dikembangkan dan dioperasikan oleh instansi vertical dan
SKPD/OPD Sektoralnya di daerah

• Pengembangan aplikasi umum/khusus dilakukan harmonisasi antar aplikasi/layanan dan antar data melalui fasilitasi Kemkominfo
• Dalam pengembangan aplikasi umum dan khusus, Instansi Pusat didorong untuk menggunakan Platform Nasional yang disediakan oleh KL lain sesuai Tusinya, dan

menggunakan platform proprietary secara berbagi pakai yang disediakan dalam program Pusat Data Nasional
• Dalam konteks Program Satu Data Indonesia (SDI), pengembangan aplikasi/layanan harus menggunakan Referensi Data Nasional
• Pemerintah mengembangkan Bigdata Analytic dan Kecerdasan Buatan secara efektif dan efisien melalui skema berbagi pakai



Design Sinkronisasi dan Verifikasi Data berbasis Citizen Centris

Database 
KEPENDUDUKAN

Elemen Data 
Keimigrasian

Elemen Data 
Bantuan Sosial

Elemen Data 
Kesehatan

Elemen Data 
Pendidikan

Elemen Data 
Ketenagakerjaan

Elemen
Kependudukan

Verifikasi
Layanan
Ketenaga
kerjaan Elemen Data 

Ketenagakerjaa
n

Layanan
Pendidikan

Elemen Data 
Pendidikan

Layanan
Kesehatan

Elemen Data 
Kesehatan Layanan

Bantuan
Sosial

Elemen Data 
Bantuan Sosial Layanan

Keimigra
sian

Elemen Data 
Keimigrasian

PUSAT IDENTITAS 
WNI WNA NASIONAL

Dan Semua Data Pemerintah & 
Non Pemerintah yang memuat

informasi manusia

Note untuk Ichwan:
1. Masalah

• Kita tidak dapat menyimpan data pendudukn pada Dukcapil, yg
bisa dilakukan adalah verifikasi data. Artinya aplikasi KLD harus
entry data penduduk sesuai sector mereka. Jadi, mau tidak mau
KLD membuat Database à Ini yang coba kita hindari

2. Solusi:
• Kita membuat Database Master WNI/WNA dalam kerangka

Pusat Identitas Nasional
• Kita memfasilitasi KLD untuk melakukan verifikasi data 

kependudukan
• Data2 yg dientry oleh user KLD disimpan di DB Pusat Identitas

Nasional
3. Manfaat:

• Db pada Pusat Identitas Nasional menjadi validator data 
kependudukan (banyak yg tidak lapor bila terjadi kematian, 
kelahiran, dll)

• Data yg disimpan bukan hanya WNI, tapi juga WNA

ETL

Database 
WNI dan WNA



Aplikasi Informatika

Kesekjenan

Tata Kelola Kelembagaan
Dalam Arsitektur Aplikasi dan Satu Data Indonesia berbasis Layanan

Hukum Keuangan Perencanaan Kepegawaian Persuratan

eGovernment Ekonomi Digital Pemberdayaan Informatika

Inspektorat Jenderal

Badan Litbang

Tusi ANRITusi
Bappenas

Tusi
Kemenkeu Tusi BKN

Tusi
Kemkumham

Aplikasi Umum

Tusi BPKP

Tusi BRIN

Core Bisnis
(TUSI UTAMA)

Menata Kelola urusan
eGovernment IPPD

Menata Kelola urusan Ekonomi
Digital IPPD

Menata Kelola urusan Literasi
Digital IPPD

Contoh Pada 
Ditjen Aptika
Kemkominfo



INPUT PROSES OUTPUT

Arsitektur Umum
Konsolidasi & Integrasi (Interoperabilitas) Data Nasional

Multi Platform

Multi Metadata

Multi Version

Ribuan aplikasi Load

Transform

Extract

KATALOG DATA NASIONAL
(Satu Data Indonesia)

Sumber

Data

Govt Cloud 
Computing

Aplikasi
Umum SPBE

Satu Data 
indonesia

Govt Internet 
of Thing

Bigdata 
Analytic

Kecerdasan
Buatan

Efisiensi

Efektifitas

Trust Transpara

n

Aman

Data cleansing

Validating

Verifikasi

Anti Redundansi

K/L & Pemda

Note : Kominfo tengah melakukan pilot project 
saat ini pada program Aplikasi Umum SPBESumber: Draft PM Kominfo tentang interoperabilitas



Terima kasih
Ibenk
Director of eGovernment
Email: Ibenk@domain.go.id




